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ABSTRAK

PENGARUH ELEMEN FRAUD DIAMOND TERHADAP KORUPSI PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh

ANNISA NABILA PUTRI

Korupsi merupakan masalah kompleks yang berdampak buruk terhadap perekonomian,
sistem pemerintahan, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh elemen Fraud Diamond—tekanan, kesempatan, rasionalisasi,
dan kapabilitas—terhadap korupsi di pemerintah daerah Indonesia pada tahun
anggaran 2022-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan
pendekatan regresi linear berganda, serta teknik pengambilan sampel cluster random
sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya elemen kesempatan yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap korupsi, sementara tekanan, rasionalisasi, dan
kapabilitas tidak memberikan dampak yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan
bahwa kelemahan dalam pengawasan belanja modal memberi peluang besar bagi
tindakan korupsi. Sebagai implikasi, peningkatan transparansi dan penguatan sistem
pengendalian internal, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, perlu diterapkan
guna meminimalkan celah bagi praktik korupsi. Studi ini memberikan kontribusi
terhadap pengembangan literatur korupsi di sektor publik serta rekomendasi kebijakan
untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di pemerintah daerah.

Kata Kunci: Fraud Diamond, korupsi, pemerintah daerah, tekanan, kesempatan,
rasionalisasi, kapabilitas.



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF DIAMOND FRAUD ELEMENTS ON CORRUPTION IN
LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA

By

ANNISA NABILA PUTRI

Corruption is a complex issue that negatively impacts the economy, governance, and
public trust. This study aims to analyze the influence of Fraud Diamond elements—
pressure, opportunity, rationalization, and capability—on corruption in local
governments in Indonesia during the 2022-2023 fiscal years. The research employs a
quantitative method with a multiple linear regression approach and utilizes cluster
random sampling for sample selection. The results indicate that only the opportunity
element significantly affects corruption, while pressure, rationalization, and capability
show no significant influence. These findings suggest that weaknesses in monitoring
capital expenditures provide substantial opportunities for corrupt practices. As an
implication, increasing transparency and strengthening internal control systems,
particularly in procurement processes, should be prioritized to minimize corruption
risks. This study contributes to the literature on public sector corruption and offers
policy recommendations to enhance the effectiveness of corruption oversight in local
governments.

Keywords: Fraud Diamond, corruption, local government, pressure, opportunity,
rationalization, capability.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Korupsi adalah isu yang rumit dan telah lama menjadi masalah serius bagi banyak
negara, termasuk Indonesia. Aktivitas korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian
yang besar secara material atau finansial bagi keuangan negara, tetapi juga
memunculkan dampak yang lebih luas, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap integritas dan kredibilitas institusi pemerintah (Salsadila & Efritadewi,
2023). Selain itu, korupsi menghambat efektivitas kebijakan publik, memperlambat
laju pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan ketimpangan sosial serta ketidakadilan
dalam pengalokasian sumber daya. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat
mengganggu kestabilan nasional dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan
yang berkelanjutan. Di tingkat pemerintahan, praktik korupsi sering kali berkaitan
dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan
pribadi atau kelompok tertentu. Kasus-kasus korupsi yang muncul dalam beberapa
tahun terakhir mengungkapkan kompleksitas masalah ini dan dampaknya terhadap
efektivitas administrasi publik serta kesejahteraan masyarakat (Fuadi & Mabrur,
2021).

Berdasarkan laporan dari ACFE Indonesia (2020), korupsi tercatat sebagai bentuk
kecurangan (fraud) yang paling dominan terjadi di Indonesia, dengan proporsi
mencapai 64,4% dari total kasus yang teridentifikasi. Angka ini menunjukkan bahwa
korupsi masih menjadi permasalahan utama dalam praktik keuangan dan tata kelola

di berbagai sektor. Sementara itu, bentuk fraud lainnya seperti penyalahgunaan aset



menempati urutan kedua dengan persentase 28,9%, sedangkan manipulasi laporan
keuangan atau fraudulent statement hanya mencakup 6,7% dari keseluruhan kasus.
Data ini mencerminkan bahwa korupsi memiliki tingkat relevansi yang jauh lebih

tinggi dibandingkan jenis fraud lainnya.

Fenomena korupsi di Indonesia adalah masalah yang dalam dan rumit, yang
mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Praktik
korupsi tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap keuangan negara, tetapi
juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dokumentasi
yang disusun dan dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan
bahwa di tahun 2020, terdapat 1. 298 individu yang menjadi terdakwa dalam kasus
korupsi, dengan total kerugian yang dialami negara mencapai Rp56,7 triliun. Kasus-
kasus besar seperti korupsi proyek E-KTP dan skandal Jiwasraya menyoroti dampak
serius praktik korupsi terhadap perekonomian.

Pada tahun 2021, tingkat persepsi terhadap korupsi di Indonesia yang tercermin
dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan 38 dari 100, menempatkan
negara ini di peringkat 96 dari 180 negara. Sejak tahun 2011, skor IPK Indonesia
tidak pernah mencapai angka 40, menunjukkan stagnansi dalam upaya pemberantasan
korupsi. Beberapa penyebab utama tingginya tingkat korupsi di Indonesia meliputi
biaya politik yang tinggi untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, celah dalam
sistem regulasi yang tidak transparan, serta budaya korupsi yang telah mengakar di

masyarakat (Fazar Ramadana, 2021)

Upaya untuk mengatasi korupsi di Indonesia melibatkan institusi penegakan hukum
seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian yang secara aktif menangani beragam
kasus. Aturan juga telah dipertegas melalui legislasi antikorupsi. Meskipun demikian,
masalah tetap ada terkait dengan koordinasi antar lembaga dan efektivitas
pelaksanaan di lapangan. Karena itu, sinergi serta konsistensi dalam penegakan
hukum harus terus ditingkatkan (Lakmidaca et al., 2023)



Korupsi di pemerintahan daerah Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa isu ini adalah masalah serius yang
memerlukan pemahaman lebih lanjut (Isnadiva & Haryanto, 2021). Menurut teori
Fraud Diamond, terdapat empat faktor penting yang berperan dalam terjadinya
tindakan penipuan, yaitu dorongan internal atau tekanan, adanya kesempatan untuk
melakukan kecurangan, proses pembenaran atas tindakan tersebut (rasionalisasi),
serta kapabilitas pelaku dalam melaksanakan aksi tersebut (Wolfe & Hermanson,
2004). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komponen-komponen
tersebut terhadap korupsi di pemerintah daerah dan untuk mengevaluasi relevansi
teori Fraud Diamond dalam konteks sektor publik. Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa hasil mengenai korupsi di sektor pemerintahan dapat berbeda
dari teori Fraud Diamond yang dikembangkan untuk sektor privat, sehingga studi ini
diperlukan untuk memahami penerapan teori tersebut dalam sektor pemerintahan.
Untuk mencapai sasaran dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan
publik, salah satu strategi yang dapat diambil adalah merombak struktur tata kelola
pemerintahan (Lakmidaca et al., 2023). Reformasi di bidang ini dirancang agar setiap
instansi publik dapat melaksanakan perannya dengan mengacu pada prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik, termasuk efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas,
dan ekonomi. Dengan adanya tata kelola yang baik, diharapkan proses pengambilan
keputusan akan menjadi lebih transparan, pemanfaatan sumber daya akan lebih
efektif, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan (Mardiasmo,
2002).

Korupsi bisa terjadi di sektor publik maupun swasta. Dalam ranah industri keuangan,
korupsi diartikan sebagai tindakan penipuan atau pemerasan. Tindakan korupsi, yang
sering terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, sering kali bertujuan untuk
kepentingan individu atau kelompok tertentu, dan merugikan pihak ketiga (ACFE,
2016). Menurut informasi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada
tahun 2023 terdaftar 791 kasus korupsi di Indonesia, dengan 1. 695 orang sebagai
tersangka. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus



korupsi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti yang diungkapkan
oleh peneliti ICW, Diky Anandya.

Berikut ini adalah data pemantauan yang dilakukan oleh ICW mengenai jumlah kasus

tindak pidana korupsi selama tahun anggaran 2022-2023:

Tabel 1.1 Tindak pidana korupsi selama 2 tahun terakhir

Tahun Kasus Tersangka
2022 579 1.396
2023 791 1.695

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023

Peningkatan kasus dan tersangka korupsi di Indonesia selama periode 2022-2023,
seperti yang diidentifikasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), dapat
diatribusikan pada beberapa faktor utama. Selain itu, strategi pencegahan korupsi
oleh pemerintah juga kurang berjalan secara efektif. Peran inspektorat di kementerian
dan pemerintah daerah masih belum optimal, memungkinkan adanya celah untuk
kecurangan. ICW merekomendasikan agar pemerintah memaksimalkan peran
inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi. Kurangnya efektivitas inspektorat
berkontribusi pada tingginya tingkat korupsi selama periode tersebut.

Berbagai penelitian yang berhubungan dengan penerapan teori fraud untuk
mendeteksi kecurangan menunjukkan kemajuan yang baik. Namun, masih ada
kekurangan dalam kajian yang secara khusus membahas kasus korupsi di tingkat
pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kerugian finansial dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam karya mereka yang
berjudul "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud,” (Wolfe &
Hermanson, 2004) menekankan bahwa selain ketiga elemen yang terdapat dalam
fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, elemen kapabilitas juga
memainkan peran penting dalam setiap kasus korupsi. Pernyataan ini sejalan dengan

temuan Abdullahi & Mansor (2015), yang menegaskan bahwa organisasi yang



melakukan korupsi perlu memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup untuk

menjalankan tindakan penipuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah
untuk mengatasi praktik korupsi. Namun, hasil yang diraih masih tergolong minim.
Meskipun lebih banyak kasus korupsi berhasil diungkap, hal ini justru menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan dalam pelaksanaan praktik korupsi yang sejalan dengan
meningkatnya upaya memberantasnya. Untuk mencapai sasaran dalam memberantas
korupsi dan meningkatkan pelayanan publik, salah satu strategi yang dapat diambil
adalah merombak struktur tata kelola pemerintahan. Reformasi di bidang ini
dirancang agar setiap instansi publik dapat melaksanakan perannya dengan mengacu
pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk efisiensi, efektivitas,
transparansi, akuntabilitas, dan ekonomi. Dengan adanya tata kelola yang baik,
diharapkan proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih transparan,
pemanfaatan sumber daya akan lebih efektif, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan
dapat diminimalkan (Juk Abeth et al., 2020).

Lebih lanjut, studi mengenai identifikasi korupsi terus menunjukkan kemajuan yang
berarti. Konsep utama yang mendasarinya adalah fraud triangle yang diperkenalkan
oleh Cressey (1950), mengungkapkan bahwa kecurangan terjadi akibat adanya
tekanan, kesempatan, serta justifikasi atau rasionalisasi terhadap tindakan tersebut.
Penelitian oleh Skousen et al. (2009) menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti
ketahanan keuangan, tekanan dari luar, kebutuhan finansial pribadi, serta pengawasan
yang tidak memadai memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kecurangan.
Fraud triangle kemudian dimodifikasi menjadi Fraud Diamond oleh Wolfe &
Hermanson (2004), dengan penambahan elemen kapabilitas. Pada tahun 2011,
Crowen Howart memperluas teori ini menjadi fraud pentagon dengan menambahkan
elemen arogansi, model ini mencakup lima elemen: tekanan, kesempatan,
rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi. Teori terbaru, fraud hexagon, yang
diperkenalkan oleh Vousinas pada 2019, menambahkan kolusi sebagai elemen baru



dalam model S.C.C.0O.R.E, yang meliputi Stimulus, Kapabilitas, Kolusi, Kesempatan,
Rasionalisasi, dan Ego.

Penelitian ini menggunakan elemen Fraud Diamond karena banyak penelitian yang
menggunakan teori fraud terbaru cenderung berfokus pada sektor swasta, sehingga
ada kekurangan dalam kajian yang mengkaji korupsi di sektor publik. Studi ini
bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui pendekatan Fraud Diamond.
Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi
yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang
lebih efisien dan berbasis data dalam upaya melawan korupsi, serta mendorong
peningkatan integritas dan profesionalisme di dalam pemerintahan daerah di

Indonesia.

Salah satu elemen utama dalam Fraud Diamond yang mempengaruhi terjadinya
korupsi adalah tekanan (pressure). Tekanan dapat berasal dari berbagai tuntutan,
seperti gaya hidup, kebutuhan ekonomi, maupun target organisasi yang tidak realistis.
Dalam konteks pemerintah daerah, tekanan sering muncul dalam bentuk kebutuhan
untuk memenuhi janji politik, keterbatasan anggaran, atau dorongan untuk
mendapatkan keuntungan pribadi melalui jabatan publik. Sebagai contoh, kasus
korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari,
menunjukkan bahwa tekanan untuk mempertahankan kekuasaan dan memenuhi
ambisi politik pribadi dapat mendorong penyalahgunaan wewenang dalam bentuk
suap dan gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017). Hal ini memperkuat
argumen bahwa tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan
individu untuk melakukan korupsi (Wolfe & Hermanson, 2004; Zahra et al., 2005).

Elemen kesempatan (opportunity) juga menjadi faktor krusial dalam menjelaskan
terjadinya korupsi. Kesempatan biasanya muncul akibat lemahnya sistem pengawasan
internal, rendahnya transparansi, dan tidak efektifnya fungsi audit. Di Indonesia,
praktik korupsi pada tingkat pemerintah daerah sering kali disebabkan oleh lemahnya

pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek pembangunan. Studi oleh



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin menemukan penyimpangan dalam
laporan keuangan daerah, yang menjadi indikasi adanya celah untuk korupsi (BPK,
2023). Contohnya, kasus korupsi dana hibah dan bansos di Provinsi Jawa Timur
menunjukkan bahwa lemahnya kontrol terhadap distribusi dana publik memberikan
kesempatan besar bagi pejabat untuk melakukan manipulasi anggaran (ICW, 2022).
Oleh karena itu, ketersediaan kesempatan yang besar dapat memfasilitasi tindakan

korupsi (Dorminey et al., 2012).

Sementara itu, rasionalisasi (rationalization) merupakan proses kognitif yang
digunakan pelaku untuk membenarkan tindakannya. Individu yang melakukan
korupsi cenderung meyakinkan dirinya bahwa tindakan tersebut dapat diterima
karena alasan tertentu, seperti gaji yang rendah, persepsi bahwa semua orang
melakukannya, atau merasa telah berjasa terhadap organisasi. Fenomena ini terlihat
dalam pengakuan beberapa pelaku korupsi yang tertangkap oleh KPK, di mana
mereka beralasan bahwa uang suap atau gratifikasi yang diterima adalah 'bonus' atas
jasa mereka dalam mempercepat proses administrasi (Tempo, 2021). Rasionalisasi
seperti ini mencerminkan betapa normalisasi korupsi dalam budaya organisasi dapat
memperkuat kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan (Murphy &
Dacin, 2011).

Elemen terakhir dalam Fraud Diamond, yaitu kapabilitas (capability), turut berperan
dalam memungkinkan atau bahkan mengintensifkan tindakan korupsi. Individu
dengan posisi strategis, pengalaman dalam menutupi jejak, serta kemampuan
memengaruhi orang lain cenderung memiliki kapabilitas yang lebih tinggi untuk
melakukan dan menyembunyikan korupsi. Di Indonesia, banyak kasus korupsi besar
dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas tinggi dan jaringan kuat, seperti yang
terlihat dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setya Novanto, mantan
Ketua DPR RI. la memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan
mampu mengatur aliran dana korupsi melalui berbagai pihak (KPK, 2018). Dengan

demikian, semakin tinggi kapabilitas individu, semakin besar pula kemampuannya



untuk melangsungkan tindakan korupsi dalam jangka panjang tanpa terdeteksi (Wolfe
& Hermanson, 2004; Benson, 2010).

Lebih lanjut, berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengindikasikan
adanya perbedaan dalam penggunaan proksi untuk mengukur variabel, dan perbedaan
hasil yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab korupsi yang ditelaah melalui
beragam pendekatan teori fraud. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh
Maria & Gudono (2017), mengemukakan bahwa adanya tekanan, kesempatan, dan
rasionalisasi berperan secara signifikan dalam kemunculan korupsi di Indonesia.
Namun, hasil ini bertentangan dengan studi dari Rahmasari & Setiawan (2021),
Mubhtar et al. (2018) yang menunjukkan bahwa adanya tekanan dapat memiliki

dampak negatif terhadap perilaku korupsi.

Penelitian berikutnya terkait elemen kesempatan dilakukan oleh Maria et al. (2019),
serta Wicaksono & Prabowo (2022), memperlihatkan bahwa peluang atau
kesempatan berkontribusi secara positif terhadap munculnya tindakan korupsi.
Meskipun begitu, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Miftahul Jannah et al. (2021), yang menunjukkan bahwa kesempatan tidak memiliki

dampak yang signifikan terhadap munculnya korupsi.

Penelitian empiris lainnya yaitu terkait elemen rasionalisasi yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Miftahul Jannah et al. (2021), Omukaga (2020), serta Apriani et al.
(2021), mengatakan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh positif terhadap
terjadinya korupsi. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan temuan yang diperoleh dari
penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2019), yang menunjukkan bahwa
rasionalisasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan korupsi.

Terakhir penelitian terkait elemen kapabilitas yang dilakukan oleh Omukaga (2020),
serta Apriliana & Agustina (2017), yang menegaskan bahwa kapabilitas memiliki
pengaruh positif pada terjadinya korupsi. Akan tetapi, hasil ini bertolak belakang
dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhtar et al. (2018), Rahmasari

& Setiawan (2021), serta Wicaksono & Prabowo (2022), yang tidak menemukan adanya



bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan audit internal terhadap
tindakan korupsi.

Banyak penelitian yang membahas penerapan teori fraud dalam mendeteksi
kecurangan. Namun, berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis, penelitian
yang melibatkan sampel pemerintah daerah yang terlibat dalam kasus korupsi serta
merugikan secara finansial untuk negara akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) masih tergolong sedikit. Salah satu studi yang telah dilaksanakan
oleh Miftahul Jannah et al. (2021), menggunakan model fraud hexagon yang
dikembangkan oleh Vousinas untuk mengidentifikasi kecurangan dalam laporan
keuangan, Suryandari & Pratama, (2021) mengaplikasikan elemen fraud hexagon
dalam menganalisis korupsi Dana Desa, sementara Siregar (2021), menggunakan

model fraud triangle untuk mendeteksi korupsi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai
pengidentifikasian korupsi melalui Fraud Diamond theory atau fraud triangle theory
umumnya penelitian tersebut lebih terfokus pada sektor privat (Yulia Deby Pratiwi &
Muhammad Aufa, 2024). Penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi deteksi
korupsi dengan menggunakan elemen Fraud Diamond theory, khususnya di dalam
ranah pemerintahan. Di samping itu, terdapat beberapa perbedaan penting yang saling
bertentangan antara hasil-hasil yang ada. Dengan demikian, peneliti berminat untuk
melakukan studi tentang penerapan teori Fraud Diamond, khususnya di lingkungan
pemerintahan, dengan judul yaitu “Pengaruh Elemen Fraud Diamond terhadap

Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah
Mengacu pada judul penelitian serta konteks yang telah dijabarkan, beberapa
pertanyaan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini dapat dirumuskan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel tekanan berpengaruh terhadap korupsi di Pemerintah Daerah?



2.
3.
4,
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Apakah faktor kesempatan berpengaruh terhadap korupsi di Pemerintah Daerah?
Apakah unsur rasionalisasi berpengaruh terhadap korupsi di Pemerintah Daerah?

Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini

adalah:

1.
2.
3.
4.

Menguji pengaruh tekanan terhadap korupsi di Pemerintah Daerah.
Menguji pengaruh kesempatan terhadap korupsi di Pemerintah Daerah.
Menguji pengaruh rasionalisasi terhadap korupsi di Pemerintah Daerah.

Menguji pengaruh kapabilitas terhadap korupsi di Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat disampaikan atas hasil penelitian ini yaitu:

1.

Manfaat Akademis: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
pengembangan literatur mengenai penerapan Fraud Diamond dalam mendeteksi
korupsi, khususnya pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini
menambah wawasan akademik tentang elemen-elemen yang memicu terjadinya
korupsi dalam sektor publik.

Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi
pengambil keputusan di pemerintah daerah dalam memperkuat sistem
pengendalian internal, meningkatkan transparansi, sertamengurangi risiko
terjadinya korupsi melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).

Manfaat Kebijakan: Penelitian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi
pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam
mengatasi korupsi, berdasarkan hasil analisis elemen-elemen dari teori Fraud

Diamond yang diterapkan pada kasus-kasus korupsi di daerah.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi, yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling, pada tahun (1976),
adalah ide fundamental dalam akuntansi yang menjelaskan interaksi antara prinsipal
dan agen. Di dalam kerangka ini, prinsipal merujuk pada pihak yang memiliki sumber
daya, sedangkan agen adalah pihak yang diberikan kuasa untuk mengatur sumber
daya tersebut. Teori ini menitikberatkan pada permasalahan yang muncul akibat
ketimpangan informasi atau asymmetric information, yang kerap menjadi sumber
konflik antara kepentingan prinsipal dan agen. Permasalahan utama dalam teori ini
adalah ketidakmampuan prinsipal untuk memverifikasi tindakan agen serta perbedaan
pandangan mengenai risiko antara keduanya, yang dapat menyebabkan pilihan
tindakan yang berbeda (Eisenhardt, 1989).

Penerapan teori keagenan tidak terbatas pada sektor bisnis, tetapi juga relevan dalam
sektor publik. Interaksi antara berbagai pihak seperti pemilih, legislator, eksekutif,
dan pejabat publik sering kali mencerminkan isu-isu yang diuraikan dalam teori ini,
termasuk masalah kontraktual seperti asimetri informasi dan moral hazard (Lane,
2000; Halim & Abdullah, 2006). Teori keagenan dan teori Fraud Diamond memiliki
hubungan yang signifikan dalam memahami dan mencegah korupsi di Indonesia.
Teori keagenan menjelaskan hubungan yang ada antara prinsipal dan agen, dengan
harapan prinsipal dan agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka
(Murtanto & Sandra, 2019). Namun, dalam realitanya, agen memiliki kepentingan
pribadi yang tidak sejalan dan dapat merugikan prinsipal demi keuntungan pribadi.

Korupsi dapat dianggap sebagai contoh dari masalah keagenan, di mana agen
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(pemerintah daerah) memanfaatkan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi
dengan mengorbankan hak-hak prinsipal (masyarakat) (Murtanto & Sandra, 2019).

Teori agensi mengidentifikasi dua isu utama yang sering muncul dalam hubungan
antara prinsipal dan agen. Pertama, terdapat kesulitan bagi prinsipal untuk
memastikan bahwa agen telah menjalankan tugasnya secara sesuai, terutama ketika
kepentingan keduanya tidak sejalan dan adanya keterbatasan informasi yang dimiliki
oleh prinsipal mengenai tindakan agen. Kedua, perbedaan persepsi terhadap risiko
antara prinsipal dan agen dapat memicu pengambilan keputusan yang tidak seragam,
karena masing-masing pihak mungkin memiliki toleransi risiko dan strategi yang
berbeda dalam menghadapi ketidakpastian dalam kegiatan perusahaan (Eisenhardt,
1989).

2.1.2 Fraud Taxonomy

Berdasarkan penjelasan dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE),
tindakan penipuan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan
aset, penyampaian informasi yang menyesatkan, dan praktik korupsi (Priantara,
2013). Klasifikasi ini dikenal sebagai fraud tree atau fraud taxonomy, yang
diperkenalkan oleh ACFE pada tahun 2008 melalui laporan yang berjudul "Report to
the Nations on Occupational Fraud and Abuse" konsep fraud tree ini memiliki peran
yang signifikan dalam mengenali berbagai jenis penipuan yang umum terjadi di

lingkungan kerja.

Kategori pertama, penyimpangan terhadap aset, meliputi tindakan perampokan atau
pencurian terhadap sumber daya perusahaan. Penyimpangan ini dapat dibedakan
menjadi dua kategori: aset kas dan aset non-kas. Untuk aset kas, jenis penyimpangan
yang terjadi meliputi praktik skimming, yang merupakan pengambilan kas sebelum
dicatat dalam sistem perusahaan, larceny, yaitu pencurian kas yang sudah tercatat,
serta pengeluaran kas yang dilakukan dengan cara yang tidak sah. Sementara itu,

penyimpangan yang terjadi pada aset non-kas mencakup penggunaan sumber daya
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untuk kepentingan pribadi dan pencurian terhadap aset non-kas (Didi & Kusuma,
2018).

Kategori yang kedua mencakup pernyataan yang bersifat menipu, atau yang disebut
dengan fraudulent statement, yang sering dilakukan oleh para eksekutif saat
menyusun laporan keuangan. Jenis ini dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu
yang berkaitan dengan aspek keuangan dan non-keuangan. Dalam konteks keuangan,
contohnya adalah ketika laporan menunjukkan aset atau pendapatan yang tidak sesuai
dengan kenyataan, yang dikenal dengan istilah overstated assets/revenue dan
understated assets/revenue. Sementara itu, dalam hal non-keuangan, pernyataan yang
bersifat menipu menunjukkan laporan keuangan yang diolah sedemikian rupa
sehingga tampak lebih menguntungkan dibandingkan dengan keadaan yang
sebenarnya, yang dapat menyesatkan para pemangku kepentingan yang bergantung
pada informasi tersebut (Didi & Kusuma, 2018).

Kategori ketiga adalah korupsi (corruption), yang biasanya dilakukan oleh pihak
dengan posisi atau wewenang dalam pengambilan keputusan strategis sering kali
menjadi celah terjadinya korupsi, yang dapat berupa konflik kepentingan, penyuapan,
penerimaan gratifikasi yang tidak sah, hingga pemerasan oleh pejabat publik. Di
sektor pemerintahan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah, korupsi merupakan

bentuk kecurangan yang paling dominan terjadi. (Didi & Kusuma, 2018).

2.1.3 Korupsi

Korupsi adalah jenis tindakan penipuan yang memiliki ciri khas tersendiri,
membedakannya dari penipuan dalam pandangan umum. Tuanakotta (2010)
menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau
suatu kelompok yang menduduki jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Di
Indonesia, definisi korupsi merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999, yang dikuatkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi diartikan sebagai tindakan melanggar
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hukum oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, orang lain, atau
perusahaan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian
negara. Selain itu, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengategorikan
praktik korupsi ke dalam empat jenis utama, yaitu benturan kepentingan, penyuapan,

gratifikasi ilegal, dan pemerasan oleh pejabat.

Menurut definisi dari World Bank, korupsi diartikan sebagai "penyalahgunaan
kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi* (World Bank, 2000). Sementara

itu, Transparency International menekankan bahwa korupsi adalah perbuatan tidak
pantas oleh pejabat publik demi memperkaya diri sendiri. Dalam konteks ini, teori
agensi menguraikan dinamika hubungan antara dua pihak, yakni prinsipal sebagai
pemberi mandat dan agen sebagai pihak yang menjalankan mandat tersebut. Teori ini
menyoroti bahwa ketimpangan informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat
membuka peluang terjadinya tindakan kecurangan oleh agen. Agen sering kali
memiliki lebih banyak informasi tentang operasi dan keuangan

dibandingkan prinsipal, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan potensi
untuk melakukan tindakan korupsi. Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa
teori keagenan membantu memahami konflik kepentingan dalam organisasi dan

pentingnya pengawasan untuk mencegah kecurangan.

Korupsi di tingkat pemerintah daerah di Indonesia telah menjadi permasalahan yang
serius dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Masalah ini tidak hanya
berdampak buruk pada keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi kualitas
pelayanan publik serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Berdasarkan informasi yang ada, dari tahun 2004 hingga Januari 2022, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 22 gubernur dan 148
bupati/walikota yang terlibat dalam kasus korupsi. Angka ini mungkin jauh lebih
tinggi jika data dari Kejaksaan dan Kepolisian juga diperhitungkan. Indonesia
Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama periode 2010 hingga Juni 2018,
aparat penegak hukum telah menetapkan 253 kepala daerah sebagai tersangka

korupsi.
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Metode yang digunakan dalam praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah terlihat
sangat beragam. Terdapat beberapa cara utama yang biasa digunakan oleh para
kepala daerah yang telah dikenali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Metode tersebut mencakup: campur tangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), keterlibatan dalam pengelolaan pendapatan daerah, dan
penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses
pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap
tindakan korupsi, mengingat jumlah anggaran yang dikelola sangat besar dan

pengawasannya yang sering lemah.

Pengaruh korupsi dalam pemerintah daerah memiliki dampak yang sangat besar.
Selain meresahkan keuangan negara, tindakan ini juga berimbas buruk pada kualitas
pelayanan publik. Saat anggaran digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok
tertentu, pelayanan kepada masyarakat pun terabaikan. Situasi ini menghasilkan
ketidakpuasan di kalangan warga dan memperburuk keadaan sosial-ekonomi
(Indonesia Corruption Watch, 2024).

Walaupun sudah banyak langkah diambil untuk mengatasi korupsi di pemerintah
daerah, seperti pendirian KPK dan pelaksanaan pakta integritas, hasil yang diperoleh
masih belum memenuhi ekspektasi. Banyak kepala daerah masih tidak konsisten
dalam menjalankan program pencegahan korupsi dan cenderung tidak transparan
dalam proses pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem politik
dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah praktik korupsi (Arti & Rizky,
2023).

Secara keseluruhan, kondisi korupsi di pemerintah daerah Indonesia merupakan
masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam. Dengan memahami faktor-
faktor penyebab dan modus operasi yang ada, langkah-langkah strategis dapat
dirumuskan untuk memberantas praktik korupsi secara efektif. Hanya dengan
kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat

berharap untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
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2.1.4 Fraud Diamond

Korupsi di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintah daerah, merupakan masalah
serius yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Untuk
memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penting untuk menggunakan
kerangka teoritis yang tepat. Dalam konteks ini, Fraud Diamond Theory menawarkan
pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan teori-teori sebelumnya (Wolfe &
Hermanson, 2004).

Teori yang paling awal dalam kajian kecurangan adalah Fraud Triangle, yang
diperkenalkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953. Teori ini mengidentifikasi tiga
elemen utama penyebab kecurangan: pressure (tekanan), opportunity (kesempatan),
dan rationalization (rasionalisasi). Meskipun memberikan pemahaman dasar
mengenai kecurangan, Fraud Triangle cenderung berfokus pada individu dan tidak
sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor organisasi yang berkontribusi terhadap

tindakan korupsi (Cressey, 1953).

Sebagai pengembangan dari Fraud Triangle, Fraud Diamond Theory dikembangkan
oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004. Teori ini
menambahkan elemen keempat, yaitu capability (kemampuan). Dalam konteks
organisasi, kemampuan mencakup struktur organisasi, budaya, dan sistem
pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Dengan demikian,
Fraud Diamond Theory lebih relevan untuk analisis korupsi di pemerintah daerah,
karena mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor internal dalam organisasi dapat
menciptakan peluang bagi tindakan korupsi (Wolfe & Hermanson, 2004).

Meskipun ada teori-teori baru yang muncul dalam kajian kecurangan, Fraud
Diamond Theory tetap menjadi pilihan yang kuat karena pendekatannya yang
komprehensif dan relevansinya dengan konteks organisasi pemerintahan. Dengan
mempertimbangkan elemen capability bersama dengan pressure, opportunity, dan

rationalization, teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis dan
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memahami fenomena korupsi di pemerintah daerah Indonesia secara lebih mendalam
(Sukmadilaga et al., 2022). Ketiga, teori ini juga memberikan wawasan tentang
bagaimana interaksi antara elemen-elemen dalam Fraud Diamond, pressure,
opportunity, rationalization, dan capability, dapat menciptakan kondisi di mana
korupsi berkembang dalam organisasi pemerintahan. Memahami dinamika ini
penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif (Abdullahi & Mansor,
2015).

Dengan demikian, penerapan Fraud Diamond Theory dalam penelitian ini
memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis hubungan antara elemen-
elemen korupsi dan perilaku korupsi di tingkat pemerintah daerah. Teori ini tidak
hanya menjelaskan kondisi eksternal yang mendorong kecurangan tetapi juga
mempertimbangkan aspek internal organisasi yang berkontribusi terhadap tindakan
tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan temuan penelitian dapat memberikan
sumbangan yang signifikan dalam mendukung usaha pemberantasan korupsi di
Indonesia. Sumbangan tersebut tidak hanya akan memperkuat literatur akademis,
tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk para pembuat
kebijakan, lembaga pengawas, dan instansi pemerintah dalam merumuskan strategi
yang lebih efektif. Metode ini berpotensi untuk membuka pemahaman baru mengenai
penyebab korupsi serta mendorong perbaikan dalam sistem pemerintahan yang lebih
akuntabel dan transparan (Fuadi & Mabrur., 2021). Teori Fraud Diamond
mengidentifikasi empat komponen yang mempengaruhi terjadinya korupsi: pressure,
opportunity, rationalization, dan capability. Tekanan dapat berupa politik, ekonomi,
atau sosial yang memaksa seseorang untuk melakukan korupsi. Kesempatan dapat
berupa kelemahan pengendalian internal, kekurangan sistem, atau posisi yang
memungkinkan seseorang untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi dapat berupa
alasan yang dibuat untuk membenarkan tindakan korupsi, seperti "ini adalah cara
yang biasa dilakukan™ atau "ini untuk kepentingan umum™ (Sukmadilaga et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi & Mabrur (2021), menggambarkan bahwa
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kapabilitas memainkan peran krusial dalam menangani korupsi dengan cara

mendeteksi risiko dan mencegahnya secara efektif

Kasus korupsi di Indonesia, seperti suap, penyalahgunaan anggaran, dan kecurangan
laporan keuangan, dapat dipahami melalui lensa Fraud Diamond Theory. Pentingnya
pengendalian internal yang kuat untuk mencegah korupsi, karena kelemahan
pengendalian internal dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan korupsi.
Selain itu, pengawasan yang efektif dan transparansi dalam pemerintahan dapat
mengurangi tekanan dan meningkatkan rasionalisasi yang negatif (Hasuti & Wiratno,
2020).

Tekanan Kapabilitas

Kesempatan Rasionalisasi

Gambar 2. 1 The Fraud Diamond Theory oleh Wolfe & Hermanson (2004)

2.1.5 Elemen pada Teori Faktor Kecurangan

2.1.5.1 Tekanan

Tekanan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mendorong organisasi,
termasuk pemerintah daerah, untuk melakukan tindakan korupsi, sebagaimana
diidentifikasi oleh (Cressey, 1953). Tekanan ini muncul ketika organisasi
menghadapi kesulitan yang tidak dapat mereka ungkapkan secara terbuka, baik
karena kekhawatiran akan sanksi hukum maupun risiko reputasi. Tekanan tersebut

sering kali berkaitan dengan kondisi keuangan yang mendesak atau ekspektasi kinerja
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yang tinggi yang tidak sejalan dengan kapasitas yang dimiliki (Rusmana & Tanjung,
2020).

Dalam kerangka Fraud Diamond yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson,
(2004), tekanan menjadi elemen awal yang mendorong terjadinya kecurangan,
termasuk korupsi di sektor publik. Tekanan tidak hanya berasal dari faktor internal,
tetapi juga dari eksternal, seperti kebijakan pusat, tuntutan masyarakat, maupun
sistem penilaian kinerja yang sangat menekankan pada serapan anggaran. Penelitian
Sukmadilaga et al. (2022), menunjukkan bahwa di Indonesia, indikator keberhasilan
kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat bergantung pada tingkat penyerapan
anggaran. Akibatnya, pemerintah daerah dapat mengalami tekanan untuk
merealisasikan anggaran sebesar-besarnya guna menunjukkan kinerja yang baik,
walaupun secara riil belum tentu efektif atau efisien. Pandangan ini sejalan dengan
Skousen et al. (2009), yang menyatakan bahwa tekanan meningkat ketika kinerja
organisasi berada di bawah rata-rata, sehingga mendorong terjadinya tindakan
penyimpangan. Dalam konteks ini, tekanan dalam pemerintah daerah dapat
diidentifikasi melalui rasio pengelolaan anggaran, yaitu perbandingan antara realisasi
anggaran dengan total anggaran. Penelitian oleh Abdullahi & Mansor (2015), dan
Sukmadilaga et al. (2022), juga menunjukkan bahwa tekanan yang tinggi, jika tidak
ditangani dengan tepat, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya

penipuan, khususnya di bidang publik.

Rasio Pengelolaan Anggaran dapat mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran
daerah. Ketika realisasi anggaran rendah dibandingkan total anggaran, hal ini dapat
menunjukkan potensi penyimpangan atau korupsi, karena adanya ketidakcocokan

antara rencana dan pelaksanaan anggaran.
Rumus yang digunakan adalah rumus (Sukmadilaga et al., 2022):

Realisasi Anggaran

Rasio P lol A =
asio Pengelolaan Anggaran Total Anggaran
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Rasio pengelolaan anggaran digunakan untuk mengukur sejauh mana anggaran yang
telah dialokasikan benar-benar direalisasikan. Rasio yang tinggi mencerminkan
serapan anggaran yang baik, sementara rasio rendah menunjukkan banyaknya
anggaran yang belum digunakan. Dalam praktiknya, rasio ini sering dijadikan
indikator kinerja pemerintah daerah. Namun, fokus berlebihan pada angka serapan
anggaran dapat menimbulkan tekanan bagi pemerintah daerah, terutama ketika
realisasi anggaran rendah mendekati akhir tahun. Tekanan ini dapat mendorong
tindakan manipulatif seperti pemborosan anggaran, pengadaan fiktif, atau
pengeluaran yang tidak sesuai kebutuhan demi menaikkan rasio tersebut. Hal ini
sejalan dengan elemen tekanan dalam Fraud Diamond, di mana tekanan organisasi

mendorong terjadinya kecurangan, termasuk Korupsi (Cressey, 1953).

Dengan demikian, rasio pengelolaan anggaran yang rendah dapat menjadi sumber
tekanan yang mendorong risiko korupsi di pemerintah daerah (Sukmadilaga et al.,
2022). Rasio ini dihitung dari perbandingan antara realisasi dan total anggaran. Jika
nilainya mendekati 1, berarti anggaran terserap hampir sepenuhnya, yang umumnya
dianggap positif. Namun, serapan tinggi dalam waktu singkat bisa menandakan
tekanan untuk menghabiskan anggaran secara cepat, berisiko menimbulkan
penyimpangan. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan minimnya realisasi, yang
juga dapat menimbulkan tekanan agar belanja dipercepat, berpotensi memicu
keputusan yang tidak akuntabel atau koruptif. Oleh karena itu, rasio pengelolaan
anggaran yang rendah atau tinggi dapat menciptakan situasi yang berisiko terhadap
terjadinya korupsi, tergantung pada bagaimana tekanan tersebut dikelola (Wicaksono
& Prabowo, 2022).

2.1.5.2 Kesempatan
Kesempatan merupakan elemen kunci dalam memahami bagaimana korupsi dapat
terjadi dalam suatu organisasi. Cressey (1953), mendefinisikan kesempatan sebagai

kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Kesempatan ini sering
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kali merupakan persepsi pelaku korupsi yang merasa memiliki ruang untuk
melakukan tindakan curang. Seringkali, kesempatan tersebut muncul akibat
kelemahan dalam kontrol internal yang memungkinkan tindakan tidak jujur dilakukan
tanpa terdeteksi (Abdullahi & Mansor, 2015; Romney & Steinbart, 2018; Rusmana &
Tanjung, 2020). Dalam konteks pemerintahan daerah, terdapat beragam indikator
yang dapat dimanfaatkan untuk menilai unsur peluang terjadinya korupsi.

Terdapat empat indikator utama yang digunakan untuk menilai peluang terjadinya
korupsi di pemerintahan daerah. Indikator yang pertama menggambarkan sejauh
mana kompleksitas suatu daerah, yang dinyatakan melalui (Maria et al., 2018).
Indikator yang kedua berhubungan dengan ukuran suatu organisasi. Dalam studi yang
dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011), ditemukan bahwa pemerintah daerah
yang lebih besar sering kali mengalami pengawasan yang tidak optimal, sehingga
meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Indikator ketiga mencakup
pengeluaran modal Maria et al. (2019), menemukan bahwa para penjahat korupsi di
pemerintah daerah dapat dengan mudah melaksanakan dan menyembunyikan
tindakan penipuan mereka dalam pengeluaran modal. Faktor keempat adalah hasil
temuan mengenai kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari tahun
sebelumnya, yang didukung oleh penelitian Mulyani & Suryawati (2011), studi
tersebut menunjukkan bahwa adanya kekurangan dalam Sistem Pengendalian Intern
(SPI) di tahun sebelumnya berhubungan dengan penemuan SPI di tahun berikutnya.
Kelemahan SPI ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi pada

tahun yang relevan.

Dalam studi ini, kondisi yang menyokong organisasi untuk terlibat dalam perilaku
tidak etis dan menggunakannya demi keuntungan pribadi dalam pelaksanaan kegiatan
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pengeluaran modal
yang diartikan sebagai faktor peluang. Penelitian Maria et al. (2019), mengungkapkan
bahwa pelaku korupsi di tingkat pemerintahan daerah sering kali berhasil
melaksanakan dan menyimpan rahasia dari tindakan mereka dalam kegiatan

pengeluaran modal. Ketika para pengusaha memiliki kepentingan, mereka sering
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mampu memengaruhi pejabat daerah yang memiliki kekuasaan untuk melakukan
intervensi dalam proses pengadaan anggaran belanja modal. Situasi ini memberikan
peluang bagi mereka untuk berhasil dalam tender. Setelah terpilih sebagai pemenang
tender, mereka bisa menambah harga barang atau jasa, yang pada gilirannya
menciptakan selisih yang dapat dibagi di antara pengusaha dan pejabat daerah yang
terlibat (Maria et al., 2019). Kurangnya pengawasan ketat terhadap belanja modal
yang signifikan di suatu daerah sering kali memberi peluang bagi pelaku korupsi
untuk melakukan dan menyembunyikan tindakannya dalam proses pengadaan belanja

modal.
Rumus yang digunakan adalah rumus (Mahmudi, 2010):

) ) Realisasi Belanja Modal
Rasio Belanja Modal = — — X 100%
Total Realisasi Belanja

Rasio ini memberikan indikasi seberapa besar potensi kesempatan untuk terjadinya
korupsi dalam belanja daerah, semakin tinggi rasio menunjukkan kemungkinan

adanya kesempatan korupsi yang lebih besar.

2.1.5.3 Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan faktor penting dalam memahami perilaku korupsi, terkait
dengan sikap dan nilai etika pelaku. VVousinas, 2019 mendefinisikan rasionalisasi
sebagai proses di mana pelaku korupsi membenarkan tindakannya dengan keyakinan
bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah atau bahkan dianggap sebagai praktik
umum. Faktor ini sering dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung tindakan
tidak jujur serta keinginan pelaku untuk menghindari hukuman (Murtanto & Sandra,
2019). Pelaku korupsi sering kali tidak melihat tindakan mereka sebagai kejahatan,

melainkan sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan diperlukan.

Teori agensi mendukung pandangan ini dengan menjelaskan bagaimana pembenaran
diri mendorong suatu organisasi untuk mengutamakan kepentingan pribadi (Miftahul

Jannah et al., 2021). Rasionalisasi memberi kesempatan kepada organisasi untuk
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membenarkan tindakan negatif mereka, yang sering kali menjadi penyebab terjadinya
kecurangan (Albrecht et al., 2012; Desviana, Yesi Mutia Basri, 2020). Studi lain
menunjukkan bahwa elemen rasionalisasi, yang diteliti oleh Skousen et al. (2009),
diproksikan dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI), yang bertujuan
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Risiko adanya rasionalisasi yang
dapat meningkatkan korupsi di tingkat pemerintah daerah akan lebih tinggi apabila
SPI yang diterapkan tidak optimal. Sebaliknya, apabila SPI dalam keadaan yang
memadai, kemungkinan terjadinya rasionalisasi yang bisa menyebabkan korupsi akan
lebih sedikit.

Dalam perspektif Fraud Diamond Theory, rasionalisasi merupakan elemen penting
yang menjelaskan bagaimana organisasi dapat membenarkan tindakan curang sebagai
sesuatu yang wajar atau dapat diterima. Dalam konteks sektor publik di Indonesia,
rasionalisasi seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan budaya
organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan sebagai proksi dalam mengukur
tingkat rasionalisasi, karena SPIP mencerminkan sejauh mana nilai, norma, dan etika
diinternalisasi oleh instansi pemerintah. SPIP berperan sebagai alat yang membentuk
lingkungan pengendalian yang sehat melalui penerapan prinsip-prinsip integritas,
transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini diperkuat oleh Izzati & Firmansyah (2023),
yang menyatakan bahwa SPIP mampu meminimalkan kecenderungan rasionalisasi
dengan mengedepankan budaya integritas di lingkungan kerja pemerintahan. Dengan
demikian, penggunaan SPIP sebagai proksi rasionalisasi dalam penelitian fraud di

sektor publik menjadi sangat relevan dan empiris.

Penelitian oleh Umar et al. (2021), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang efektif berkontribusi dalam menekan potensi korupsi, dengan cara
mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Dalam penelitian ini, tingkat
kematangan SPIP diukur berdasarkan skala tertentu, di mana skor lebih rendah
menunjukkan efektivitas pengendalian yang lebih tinggi. Pemerintah daerah tanpa
SPIP (tingkat 0) diberi skor 6, dan skor menurun seiring peningkatan tingkat SPIP,
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hingga tingkat 5 yang diberi skor 1. Skor ini mencerminkan sejauh mana SPIP

mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa tingkatan kematangan SPIP yang
lebih tinggi menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah
dalam mencapai tujuan dan mengawasi praktik korupsi. Di sisi lain, tingkatan
kematangan yang lebih rendah menandakan bahwa sistem pengendalian tidak efektif
dalam mencapai sasaran dan menangani tindakan korupsi. Tingkat kematangan SPIP
yang paling ideal adalah level 3, di mana BPKP telah menetapkan kebijakan serta

prosedur pengendalian untuk seluruh kegiatan intinya.

Tingkat kematangan dalam pelaksanaan SPIP merupakan sebuah kerangka yang
menggambarkan elemen-elemen kunci yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan
SPIP telah dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan. Berikut adalah

karakteristik serta tingkatan dari SPIP tersebut:

Tabel 2.1 Tingkat Maturitas SPIP

Level Tingkat Karakteristik SPIP

0 Belum Ada | Di tahap ini, infrastruktur yang diperlukan untuk
melaksanakan praktik pengendalian internal, seperti
kebijakan dan prosedur, masih belum dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.
1 Rintisan | Ada proses pengendalian internal yang tersedia, tetapi
cara penanganan risiko dan kontrol yang diterapkan
masih belum begitu terorganisir. Tanpa adanya
komunikasi yang baik dan pemantauan yang efektif,
akibatnya kelemahan dalam sistem menjadi sulit untuk
dikenali.
2 Berkembang | Pada level ini, meskipun pengendalian internal di
Pemerintah Daerah sudah diterapkan, dokumentasinya
masih terbatas dan sangat bergantung pada individu,
bukan pada keseluruhan organisasi. Hal ini
menyebabkan keandalan SPIP antar unit berbeda-beda,
evaluasi mengenai efektivitas belum dilaksanakan, dan
tanggapan dari Kepala Daerah terhadap kelemahan yang
ada masih beragam dan tidak konsisten.
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3 Terdefinisi | Pada tahap ini, pemerintah daerah telah memiliki
catatan mengenai pengendalian internal. Namun,
evaluasi terhadap catatan tersebut belum tersusun secara
baik. Akibatnya, kelemahan yang dapat berdampak
besar pada pencapaian tujuan organisasi masih terlihat.
4 Terkelola | Pada tahap ini, pengendalian internal yang efektif telah
dan Terukur | diterapkan oleh Pemerintah Daerah melalui evaluasi
yang formal dan terdokumentasi, meskipun proses
tersebut masih dilakukan secara manual tanpa bantuan
aplikasi komputer.

5 Optimum | Di puncak pelaksanaan, otoritas daerah telah
menciptakan sistem pengendalian internal yang
terintegrasi dan berkelanjutan, yang didukung dengan
pemantauan otomatis, evaluasi diri yang berkelanjutan,
serta tanggung jawab penuh dalam pengawasan dan
peningkatan sistem.

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2.1.5.4 Kapabilitas

Dalam konteks sektor publik, kapabilitas bukan hanya menggambarkan potensi
individu untuk melakukan penyimpangan seperti dalam teori Fraud Diamond, tetapi
lebih tepat dimaknai sebagai kemampuan institusional untuk menegakkan integritas
dan akuntabilitas (Sofiyani, 2019). Kapabilitas yang tinggi mencerminkan kesiapan
teknis, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas sistem pengawasan internal
dalam mendeteksi serta mencegah korupsi. APIP, sebagai pengawas internal
pemerintah, memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran
berjalan sesuai aturan. Ketika kapabilitas APIP berada pada tingkat kematangan yang
tinggi, hal ini menunjukkan bahwa instansi tersebut mampu menjalankan fungsi
audit, evaluasi, dan pengawasan secara independen dan berkualitas (Fuadi & Mabrur,
2021). Dengan demikian, kapabilitas dalam sektor publik justru menjadi alat yang
krusial dalam meminimalisir peluang korupsi melalui deteksi dini, rekomendasi

kebijakan preventif, serta penegakan standar tata kelola yang baik (good governance).
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Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas bukan hanya sekadar teknis administratif,
melainkan investasi strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan

transparan (Rusmana & Tanjung, 2020).

Dalam sektor publik, “kapabilitas” tidak hanya mencerminkan kemampuan individu
untuk melakukan fraud, melainkan juga kemampuan institusional untuk
mencegahnya. APIP berfungsi sebagai unit pengawasan internal yang memiliki
otoritas, kapasitas teknis, dan akses terhadap seluruh proses administratif di
pemerintahan. Ini menjadikan APIP sebagai indikator ideal dari “kapabilitas
sistemik” untuk mendeteksi dan mengintervensi potensi fraud. APIP dipilih sebagai
proksi kapabilitas karena mewakili kapasitas sistemik dan fungsional lembaga
pengawasan internal yang secara langsung dapat menghambat pelaksanaan fraud.
Fungsi, struktur, dan pengukuran kinerjanya menjadikannya indikator kuat yang
empiris dan relevan dalam konteks sektor publik Indonesia (Fuadi & Mabrur, 2021).

Kapabilitas dalam sektor pengawasan publik terbukti memainkan peran krusial dalam
menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian oleh
Rahmawati dan Suwardi (2023) menunjukkan bahwa inspektorat daerah yang
memiliki kapabilitas audit tinggi serta pemahaman regulasi yang baik mampu
meminimalisasi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan
temuan Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa lingkungan kerja yang
mendukung serta kapabilitas individu auditor mendorong kecenderungan untuk
bertindak jujur dan menghindari fraud. Dengan demikian, kapabilitas bukan hanya
sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai determinan integritas dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi & Mabrur (2021), menggambarkan bahwa
APIP memainkan peran krusial dalam menangani korupsi dengan cara mendeteksi
risiko dan mencegahnya secara efektif. Asiedu & Deffor (2017), menyatakan bahwa
ada hubungan yang signifikan antara efisiensi fungsi audit internal dan penurunan
tingkat korupsi. Rustendi (2018), juga menyoroti pentingnya peningkatan kapabilitas

audit internal, yang berkaitan dengan kematangan organisasi audit, dalam
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memperkuat peran audit internal dalam pencegahan, deteksi, dan penyelidikan
korupsi. Oleh karena itu, audit internal yang efektif menjadi elemen kunci dalam
mengatasi korupsi secara menyeluruh. Selain itu, Wolfe & Hermanson (2004),
mengidentifikasi pergantian jajaran direksi sebagai “indikasi” terjadinya korupsi,
sering kali berkaitan dengan upaya perbaikan kinerja perusahaan akibat kebijakan
yang tidak efisien dari direktur sebelumnya.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merujuk pada tingkat
perkembangan organisasi audit internal dalam sektor publik. Berbagai elemen terlibat
dalam hal ini, termasuk kapasitas, kewenangan, tanggung jawab, serta kompetensi
auditor internal (BPKP, 2015). Peningkatan kapabilitas APIP berdampak positif pada
kualitas hasil audit internal, yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan praktik
korupsi (Sofiyani, 2019). Sebaliknya, rendahnya kemampuan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) menunjukkan kurangnya efektivitas hasil audit internal
dalam mencegah tindakan korupsi. Pada tahun 2015, BPKP mengelompokkan
kapabilitas APIP ke dalam lima tingkatan, mulai dari tingkat awal (initial) hingga
tahap optimalisasi (optimizing). Untuk menjalankan fungsi assurance dan konsultasi
secara efektif, APIP idealnya berada minimal pada tingkat 3, yang mencerminkan
integrasi peran dalam mendukung manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian.
Pada tingkat ini, APIP dapat berperan sebagai konsultan tepercaya dan mitra strategis
bagi manajemen. Dalam studi ini, kapabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu
organisasi dalam menghindari kontrol internal, yang memberikan kesempatan bagi
pelaku korupsi untuk mengeksploitasi atau menciptakan peluang guna melakukan
penipuan di pemerintah daerah Indonesia. Tingkat kapabilitas terkait korupsi di
pemerintah daerah akan bertambah jika kapabilitas APIP di wilayah tersebut
tergolong rendah. Sebaliknya, jika kapabilitas APIP tinggi, potensi untuk terjadinya
korupsi dapat ditekan.

Dalam studi ini, kapabilitas diwakili oleh tingkat kapabilitas APIP di pemerintahan
daerah. Menurut BPKP (2015), kapabilitas APIP dibagi menjadi lima level, yakni:

initial, infrastructure, integrated, managed, dan optimizing.
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Level

Tingkat

Karakteristik APIP

Initial

Pengawasan berkelanjutan belum terlaksana akibat
keterbatasan kemampuan yang dapat direplikasi dan
ketergantungan pada individu, sehingga APIP belum
mampu memastikan kepatuhan tata kelola dan
pencegahan korupsi secara efektif.

Infrastructure

Proses audit dilakukan secara berkala dan konsisten
dengan infrastruktur yang mulai terbentuk, meskipun
belum sepenuhnya memenuhi standar. Audit ini
memberikan keyakinan memadai atas kepatuhan
terhadap ketentuan serta mampu mendeteksi potensi
korupsi.

Integrated

Audit internal telah diterapkan secara profesional dan
konsisten sesuai standar yang berlaku, serta mampu
memberikan rekomendasi terkait pengelolaan, risiko,
dan pengendalian internal. Audit ini juga berperan
dalam menilai efisiensi, efektivitas, dan nilai
ekonomis suatu program atau kegiatan.

Managed

Audit internal menghimpun data dari seluruh
departemen organisasi untuk memperkuat
pengelolaan dan pengawasan risiko. Proses ini
memberikan jaminan komprehensif terhadap
pengelolaan, pengendalian risiko, dan sistem kontrol
internal.

Optimizing

Audit internal telah berkembang menjadi entitas yang
senantiasa belajar dari berbagai sumber, baik internal
maupun eksternal organisasi, guna mendorong
perbaikan berkelanjutan. Dalam hal ini, Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berfungsi
sebagai agen perubahan dalam meningkatkan tata
kelola dan akuntabilitas.

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
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Dalam penelitian ini, tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) diukur berdasarkan skala penilaian dari 1 hingga 5, di mana masing-masing
angka mencerminkan tingkatan kapabilitas: skor 1 untuk tingkat kapabilitas 1, skor 2
untuk tingkat kapabilitas 2, dan seterusnya hingga skor 5 untuk tingkat kapabilitas 5.
Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas APIP dalam melaksanakan
fungsi pengawasan serta kontribusinya dalam menekan potensi korupsi di lingkungan

pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan serta perbandingan dalam studi

ini, meliputi:
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian
Fraudulent Financial Pendekatan kuantitatif | Model regresi signifikan
Reporting in Ministerial melalui analisis dengan Adjusted R2 sebesar
and Governmental konten laporan 32,53%. Studi
Institutions in Indonesia: keuangan 32 lembaga | merekomendasikan
An Analysis Using (2018-2020), transparansi lebih tinggi
Hexagon Theory. dilengkapi statistik melalui sistem whistle-blower
Sukmadilaga et.al (2022) | deskriptif, regresi dan e-Procurement.

OLS, dan uji asumsi
Klasik.
Analisis Faktor-Faktor Studi ini Studi yang dilakukan
yang Mempengaruhi memanfaatkan analisis | mengindikasikan bahwa opini
Korupsi pada Pemerintah | deskriptif dan regresi | audit serta belanja modal
Daerah di Jawa Tengah logistik untuk menguji | memberikan dampak positif
Menggunakan Teori Fraud | hipotesis, dan signifikan pada tingkat
triangle. menggunakan IBM korupsi. Sebaliknya, kinerja
Gilang Satryo Wicaksono | SPSS Statistics versi keuangan daerah, pendapatan
dan Tri Jatmiko Wahyu 26 sebagai alat bantu. | daerah, dan kemampuan audit
Prabowo, (2022) internal tidak menunjukkan
pengaruh yang berarti.
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Eksplorasi Kesempatan
untuk Melakukan Fraud di
Pemerintah Daerah,
Indonesia (Exploration
Opportunities to Commit
Fraud in Local
Government Indonesia).
Evi Maria (2019)

Data dianalisis
menggunakan analisis
faktor dan analisis
regresi logistik.

Temuan dari uji tambahan
menunjukkan bahwa faktor
peluang berperan dalam
memengaruhi kemungkinan
terjadinya penipuan di
pemerintah daerah di
Indonesia. Penelitian ini
berfokus secara eksklusif pada
analisis faktor peluang yang
berhubungan dengan penipuan,
dengan menyoroti pengawasan
yang kurang efektif tanpa
mempertimbangkan
karakteristik industri atau
struktur organisasi. .

Detecting financial
statement Fraud through
new Fraud Diamond
model: the case of
Indonesia

Model regresi logistic

Stabilitas keuangan, faktor
eksternal, sasaran finansial,
pengelolaan laba, peningkatan
laba, dan perubahan dalam
kepemimpinan tidak
menunjukkan dampak yang
signifikan terhadap penipuan
dalam laporan keuangan. Oleh
karena itu, metode ini belum
berhasil dalam
mengidentifikasi risiko
kecurangan di perusahaan
manufaktur yang ada di
Indonesia.

Pendekatan Vousinas
Fraud hexagon Model
dalam Mendeteksi
Kecurangan Pelaporan
Keuangan.

Analisis statistik
Deskriptif

Penelitian ini menemukan
bahwa tekanan terkait stabilitas
finansial, peluang akibat
lemahnya pengawasan, dan ego
dari jabatan ganda CEO tidak
berpengaruh signifikan
terhadap kecurangan laporan
keuangan. Namun, faktor
eksternal seperti perubahan
lingkungan, rasionalisasi akibat
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pergantian KAP, kapasitas
yang dipengaruhi perubahan
direktur, dan kolusi
berdasarkan kinerja pasar
memiliki pengaruh signifikan
terhadap kecurangan.

2.3 Kerangka Penelitian

Tekanan (X1)

Hy,
Kesempatan (X2) Hz+
Korupsi di Pemerintah
Hir Daerah Indonesia (YY)
Rasionalisasi (X3)
‘QLM

Kapabilitas (X4)

Fraud Diamond

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Elemen Tekanan

Tekanan dalam konteks organisasi pemerintah daerah muncul ketika entitas ini
menghadapi kesulitan yang tidak dapat dibagikan karena kekhawatiran terhadap
konsekuensi hukum atau sanksi sosial. Sebagai pengelola anggaran publik,
pemerintah daerah sering merasa tertekan untuk memenuhi target seperti realisasi
anggaran atau capaian kinerja, terutama di bawah ekspektasi tinggi dari masyarakat,

legislatif, atau lembaga pengawas (Cressey, 1953).
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Tekanan semakin meningkat saat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan
anggaran, sumber daya manusia, atau sarana pendukung. Dalam kondisi seperti ini,
keinginan untuk mencapai target dapat mendorong penggunaan cara instan seperti
manipulasi data, penggelembungan anggaran, atau pengadaan fiktif. Dorongan
tersebut muncul karena tekanan untuk menunjukkan kinerja, meskipun cara yang

ditempuh tidak selalu sesuai prinsip akuntabilitas (Wicaksono & Prabowo, 2022)

Secara khusus, tekanan sering berasal dari tuntutan untuk meningkatkan serapan
anggaran. Ketika target tidak tercapai, pemerintah daerah dapat tergoda untuk segera
membelanjakan sisa anggaran meskipun kurang tepat guna, sehingga meningkatkan
risiko penyimpangan. Dalam hal ini, tekanan menjadi faktor utama pendorong

korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah (Sukmadilaga et al., 2022)

Konsep ini sejalan dengan (Cressey, 1953) yang menyebut tekanan sebagai elemen
awal terjadinya kecurangan. Meskipun pemerintah daerah berniat patuh pada regulasi,
tekanan tinggi dapat mendorong mereka mengambil jalan pintas. Penelitian
Sukmadilaga et al. (2022), menunjukkan bahwa tekanan finansial dan administratif
secara positif berpengaruh terhadap risiko korupsi, terutama ketika pemerintah daerah
merasa tidak mampu memenuhi target anggaran secara sah. Tekanan semacam ini
sering kali memicu manipulasi, yang pada akhirnya mendorong perilaku koruptif

dalam pengelolaan anggaran publik.

Dalam kerangka teori agensi, tekanan ini meningkatkan risiko moral hazard karena
agen berusaha memenuhi kepentingannya sendiri atau menghindari penalti, namun
bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Salah satu alat ukur untuk memahami
tekanan tersebut adalah rasio pengelolaan anggaran, yaitu perbandingan antara
realisasi anggaran dan total anggaran. Rasio yang rendah mencerminkan tekanan
untuk segera merealisasikan anggaran, dan dalam situasi dengan pengawasan yang
lemah, kondisi ini dapat meningkatkan kecenderungan perilaku koruptif. Sebaliknya,
rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan transparansi, yang dapat mereduksi
tekanan, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkannya (Suryandari & Pratama,
2021).
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Berdasarkan temuan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh
tekanan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Maka dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:

H1: Tekanan berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

2.4.2 Elemen Kesempatan

Kesempatan, sebagai elemen kedua dalam teori Fraud Diamond, merujuk pada
situasi atau kondisi yang memungkinkan organisasi melakukan tindakan tidak etis
demi memperoleh keuntungan pribadi (Romney dan Steinbart, 2018). Dalam konteks
ini, kesempatan timbul ketika sistem pengawasan internal lemah, kontrol kurang
efektif, atau terdapat celah dalam regulasi yang memungkinkan penyalahgunaan
wewenang. Dalam penelitian ini, elemen kesempatan dipahami sebagai kondisi yang
memberi ruang bagi organisasi, khususnya pemerintah daerah, untuk terlibat dalam
praktik korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), baik melalui manipulasi anggaran, penyalahgunaan dana,
maupun ketidaksesuaian realisasi dengan perencanaan. Penelitian oleh Maria et al.
(2019), menunjukkan bahwa di tingkat pemerintah daerah, pelaku korupsi sering kali
mampu dengan mudah melakukan dan menutupi aksi kecurangan yang terjadi dalam

proses pengeluaran modal.

Dalam aktivitas pengadaan belanja modal daerah, ada kalanya pengusaha dengan
kepentingan tertentu berusaha memengaruhi pejabat yang berwenang di daerah.
Tujuannya adalah agar pejabat tersebut melakukan intervensi untuk memenangkan
tender yang bersangkutan (Maria et al., 2019). Seringkali, jumlah belanja modal yang
besar di suatu wilayah tidak diimbangi dengan pengawasan keuangan yang cukup, hal
ini menciptakan peluang bagi aktor korupsi di pemerintahan daerah untuk melakukan
dan menyembunyikan tindakan mereka dalam proses pengadaan yang berhubungan

dengan belanja modal.
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Belanja modal, yang berkaitan dengan investasi pemerintah dalam infrastruktur serta
aset tetap, terbukti memberi dampak positif yang signifikan terhadap tingkat korupsi
di pemerintahan daerah. Penelitian empiris Wicaksono & Prabowo (2022),
menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk belanja modal sering kali
berkorelasi dengan meningkatnya peluang terjadinya praktik korupsi. Hal ini
disebabkan oleh sifat proyek-proyek besar yang biasanya terlibat dalam belanja
modal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, yang sering
kali melibatkan jumlah dana yang besar dan kompleksitas dalam pelaksanaannya.
Dalam konteks ini, pelaku korupsi dapat memanfaatkan celah dalam pengawasan dan
akuntabilitas untuk melakukan tindakan koruptif, seperti markup harga atau
penggelapan dana. Berbagai studi, termasuk analisis data dari pemerintah daerah di
Indonesia serta penelitian menurut Corrado & Rossetti (2018), korupsi di negara lain
seperti Nigeria dan Italia, mengonfirmasi bahwa semakin besar belanja modal yang
dialokasikan, semakin tinggi pula probabilitas terjadinya korupsi. Menurut teori
agensi, ketika pengawasan dari prinsipal terhadap agen lemah, maka peluang
terjadinya moral hazard meningkat. Agen dapat menyalahgunakan kewenangannya
untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, terutama jika mereka merasa kecil
kemungkinan untuk terdeteksi atau dikenai sanksi. Penelitian empiris menunjukkan
bahwa semakin besar porsi belanja modal dalam APBD, semakin tinggi potensi
terjadinya penyimpangan, terutama jika tidak diiringi dengan pengawasan yang
memadai (Halim & Abdullah, 2006).

Penelitian oleh Maria et al. (2019), mengungkapkan bahwa pelaku korupsi di
pemerintah daerah seringkali memanfaatkan kegiatan belanja modal untuk melakukan
dan menyembunyikan aksinya. Temuan ini didukung oleh studi sebelumnya yang
dilakukan oleh Maria et al. (2019), Rahmasari & Setiawan (2021), serta Wicaksono &
Prabowo (2022), temuan ini mengindikasikan bahwa kesempatan berperan dalam
mendorong korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah kembali hubungan
antara faktor kesempatan dan praktik korupsi di pemerintah daerah serta merumuskan
hipotesis sebagai berikut.
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H2: Kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

2.4.3 Elemen Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah proses di mana suatu organisasi berusaha mengurangi
ketidaknyamanan internal mereka terkait dengan tindakan tidak etis yang mereka
lakukan (Dorminey et al., 2012; Ramamoorti et al., 2009). Melalui rasionalisasi,
pelaku korupsi mencari pembenaran untuk tindakan mereka, memungkinkan mereka
melanjutkan perilaku tersebut tanpa merasa bersalah. Contohnya, pelaku korupsi
mungkin meyakinkan diri mereka bahwa mereka hanya "meminjam" uang yang

mereka curi dengan niat untuk mengembalikannya di kemudian hari.

Di sektor pemerintahan, rasionalisasi sangat berkaitan dengan penerapan sistem
pengendalian internal, yang berfungsi sebagai perlindungan utama untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya korupsi di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Rasionalisasi berdampak positif pada tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah di
Indonesia, karena memberikan landasan atau pembenaran bagi suatu organisasi untuk
melakukan korupsi. Dalam hal ini, pelaku sering kali membuat alasan yang
mengurangi rasa bersalah mereka, seperti merasa bahwa mereka tidak memperoleh
imbalan yang sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Penelitian oleh
Wicaksono & Prabowo (2022), menunjukkan bahwa rasionalisasi merupakan salah
satu faktor dalam teori fraud triangle yang memfasilitasi terjadinya korupsi, di mana
pelaku merasa bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan oleh kondisi yang ada,
seperti tekanan ekonomi atau ketidakpuasan terhadap gaji. Penelitian ini
menggunakan skala 1 hingga 6 untuk menilai tingkat maturitas SPIP, di mana skor 1
mencerminkan pengendalian internal yang efektif dalam mencapai tujuan dan
menekan korupsi, sedangkan skor 6 menunjukkan rendahnya efektivitas pengendalian

tersebut.

Penelitian sebelumnya oleh Miftahul Jannah et al. (2021), Omukaga (2020), serta
Apriliana & Agustina (2017), menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif
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terhadap terjadinya korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Pane (2018), menyatakan
implementasi sistem pengendalian internal yang efisien di lembaga pemerintah
terbukti berdampak pada pengurangan tindakan penipuan, di mana peningkatan mutu
sistem ini mampu membantu menekan angka terjadinya penipuan. SPIP (Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah) dipilih sebagai proksi untuk elemen rasionalisasi
karena tingkat efektivitas pengendalian internal mencerminkan seberapa mudah atau
sulit bagi suatu organisasi untuk membenarkan tindakan korupsi. Meskipun
penerapan SPIP yang baik seharusnya berpengaruh negatif terhadap korupsi, tingkat
maturitas atau kelemahan dalam pelaksanaannya dapat memberi ruang bagi pelaku
korupsi untuk mencari pembenaran atas tindakan mereka. Jadi, ketika SPIP lemah
atau tidak diterapkan dengan baik, pelaku korupsi mungkin merasa bahwa tidak ada
sistem yang cukup kuat untuk menghentikan mereka, sehingga mereka bisa lebih
mudah merasionalisasi tindakan korupsi (Hilal et al., 2024). Dalam kerangka teori
agensi, sistem pengendalian internal berperan sebagai alat bagi prinsipal untuk
meminimalkan risiko perilaku oportunistik dari agen. Ketika pengawasan internal
lemah, agen lebih leluasa membenarkan tindakannya, yang pada akhirnya

meningkatkan risiko korupsi (Maria & Halim, 2021).

Oleh karena itu, SPIP tetap relevan untuk menggambarkan bagaimana kelemahan
dalam pengendalian dapat memicu rasionalisasi perilaku korupsi. Rasionalisasi dalam
konteks perilaku korupsi di pemerintah daerah merujuk pada proses di mana
organisasi membenarkan tindakan yang melanggar norma atau hukum, sehingga
dapat meningkatkan niat untuk melakukan kecurangan. Menurut Cressey (1953),
organisasi yang memiliki rasionalisasi yang kuat cenderung merasa bahwa tindakan
korupsi dapat dibenarkan, misalnya, untuk mencapai tujuan tertentu atau karena
tekanan dari lingkungan kerja. Berdasarkan temuan-temuan ini, hipotesis penelitian

dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.
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2.4.4 Elemen Kapabilitas

Kapabilitas, sebagai elemen keempat dalam teori Fraud Diamond, menggambarkan
kemampuan atau keahlian individu dalam posisi strategis untuk melakukan
kecurangan tanpa terdeteksi, yang sering kali berujung pada ketidakpatuhan terhadap
kepentingan principal. Namun, dalam konteks sektor publik, kapabilitas juga dapat
dimaknai secara positif sebagai kapasitas institusional untuk mencegah dan
mendeteksi korupsi (Fuadi & Mabrur, 2021). Dalam penelitian ini, kapabilitas diukur
melalui proksi kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), di mana
semakin tinggi kapabilitas APIP menunjukkan semakin efektifnya pengawasan
internal. Dengan demikian, kapabilitas yang kuat dari APIP berperan sebagai faktor
yang dapat menekan peluang terjadinya korupsi, sehingga memiliki pengaruh negatif

terhadap korupsi di lingkungan pemerintah daerah (Murtanto & Sandra, 2019).

Kapabilitas, sebagai elemen penting dalam Fraud Diamond, tidak hanya
menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan kecurangan, tetapi juga
menekankan bahwa tanpa kapabilitas yang memadai, seseorang tidak akan mampu
melakukan korupsi dalam skala besar atau sistematis. Dengan kata lain, kapabilitas
menjadi faktor kunci yang menentukan apakah potensi korupsi dapat terealisasi atau
tidak. Dalam konteks sektor publik, kapabilitas yang tinggi seperti yang tercermin
melalui kapabilitas APIP justru berperan dalam menurunkan tingkat korupsi, karena
memperkuat fungsi pengawasan dan deteksi dini atas penyimpangan. Oleh karena itu,
kapabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi, di mana peningkatan
kapabilitas lembaga pengawasan internal dapat menekan terjadinya praktik koruptif
di pemerintah daerah (Ozcelik, 2020).

Kualitas unit audit internal dapat dinilai dengan mengukur tingkat kematangan unit
tersebut, yang menunjukkan perkembangan kemampuannya (Fuadi & Mabrur, 2021).
Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai struktur
untuk meningkatkan pengawasan internal, yang mencakup tindakan untuk mengubah
situasi pengawasan yang kurang baik menjadi lebih efisien dan terampil. Dengan

demikian, efektivitas upaya pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh tingkat
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kapabilitas audit internal atau APIP; semakin tinggi tingkat kapabilitas yang dimiliki,
semakin optimal pula pelaksanaan pencegahan korupsi yang dapat diwujudkan
(Sofiyani, 2019).

Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merujuk pada potensi
yang dimiliki oleh pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif.
Kemampuan ini melibatkan berbagai elemen, seperti kapasitas, otoritas, dan keahlian
dalam mengawasi pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah. Mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tanggung jawab APIP mencakup
memberikan jaminan akan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan
tugas (melalui kegiatan jaminan), memberikan sinyal awal serta meningkatkan
efektivitas dalam manajemen risiko (melalui kegiatan pencegahan korupsi), serta
memelihara dan meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan (melalui kegiatan

konsultasi).

Penelitian Fuadi & Mabrur (2021), menunjukkan bahwa kemampuan unit audit
internal memiliki peranan penting dalam mengurangi praktik korupsi di sektor
pemerintah daerah. Ini terlihat dari adanya hubungan negatif yang kuat antara tingkat
kemampuan dan jumlah kasus korupsi. Dengan kata lain, ketika kemampuan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat, kemungkinan terjadinya korupsi
menjadi semakin kecil. Dalam studi ini, kapabilitas APIP diukur pada skala 1 hingga
5, di mana skor 1 mencerminkan kemampuan terbaik dengan risiko korupsi yang
rendah, sedangkan skor 5 menunjukkan kemampuan terendah dan potensi korupsi

yang lebih tinggi.

Kapabilitas APIP mencerminkan mekanisme monitoring yang dijalankan oleh
prinsipal untuk mengurangi perilaku menyimpang dari agen. Ketika kapabilitas APIP
tinggi yang meliputi otoritas, keahlian, dan kapasitas teknis maka potensi
penyalahgunaan wewenang oleh agen dapat ditekan. APIP yang kompeten berfungsi
sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap penyimpangan, serta
mampu menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh

karena itu, kapabilitas APIP yang tinggi dapat menurunkan risiko korupsi, karena
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agen menyadari bahwa pengawasan yang ketat akan membuat tindakan koruptif sulit
dilakukan dan mudah terdeteksi ( Fuadi & Mabrur, 2021).

Elemen akuntabilitas dalam kapabilitas APIP memainkan peran krusial dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini
membantu mengurangi dorongan untuk melakukan korupsi karena adanya
pengawasan yang ketat. Secara umum, pengembangan kemampuan APIP sangat
penting untuk mengurangi angka korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan
mempertimbangkan situasi ini, rumusan hipotesis penelitiannya dapat disusun

sebagai berikut:.

H4: Kapabilitas berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk
menarik kesimpulan melalui pengujian hipotesis berdasarkan analisis data berbasis
angka. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data kuantitatif, yaitu
informasi numerik yang diperoleh dan diolah secara sistematis selama proses
penelitian berlangsung. Pendekatan kuantitatif yang digunakan menitikberatkan pada
metode ilmiah yang mengedepankan pengumpulan dan analisis data numerik secara
objektif, guna mengidentifikasi serta menguji hubungan kausal antara variabel-
variabel yang diteliti secara terukur dan terstruktur (Kothari, 2004).

3.1.2 Sumber Data

Data yang dipakai dalam studi ini berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah,
yang diperoleh melalui situs resmi BPK, BPKP, serta dari pemerintah daerah
kabupaten/kota terkait, dan juga dari situs lainnya yang relevan dengan penelitian ini
untuk tahun 2022 hingga 2023.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi mencakup semua objek atau subjek dengan karakteristik dan kuantitas
terkait dalam domain tertentu, yang kemudian akan dianalisis dan dipahami oleh

peneliti, dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan



(Sugiyono, 2019). Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia pada tahun anggaran 2022 - 2023
sebanyak sebanyak 416 kabupaten dan 98 kota, dengan total 514 Kabupaten/Kota
dari total 38 provinsi di Indonesia (Mendagri, 2022).

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diyakini dapat mencerminkan
karakteristik populasi secara proporsional (Kothari, 2004). Dalam penelitian ini,
diterapkan metode probability sampling, yang memberikan kesempatan yang setara
bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Secara khusus, teknik cluster sampling
digunakan karena populasi yang diteliti memiliki skala besar dan tersebar secara
geografis, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Metode ini dipilih
agar proses pengumpulan data lebih sederhana dan efisien, tanpa mengurangi

representativitas sampel terhadap populasi.

Rumus yang digunakan peneliti dalam menentukan sampel dengan menggunakan

rumus slovin yaitu:

N

" T ¥ Ne?

Keterangan:

n = jumlah sampel
N = jumlah populasi

e = batasan tingkat kesalahan (error)

Sumber: Sugiyono (2017)

Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti mempertimbangkan beberapa tingkat
kesalahan, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Karena jumlah populasi yang digunakan cukup
besar, peneliti memilih tingkat kesalahan 10% untuk menjaga keseimbangan antara

akurasi hasil penelitian dan efisiensi dalam pengumpulan data Sugiyono (2017).
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N 514
"1+ Ne?

n 83,7

T 1+514(0,1)2
Setelah melakukan perhitungan, penulis memutuskan untuk membulatkan jumlah
sampel menjadi 84. Oleh karena itu, sampel minimum yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah 84 pemerintah daerah di Kabupaten atau Kota untuk tahun
anggaran 2022-2023. Perhitungan ini didasarkan pada rumus Slovin dengan toleransi
kesalahan 10%. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara ketepatan
statistik dan efisiensi sumber daya, dengan total populasi ada 514 pemerintah daerah
setiap tahunnya. Namun, penulis memutuskan untuk menambah jumlah sampel
menjadi 105, setelah mempertimbangkan beberapa faktor penting yang mendukung

keputusan ini.

Pertama, meningkatkan representativitas data agar lebih mencerminkan populasi
secara akurat. Kedua, mengurangi margin of error dan meningkatkan kekuatan
statistik, sehingga analisis lebih sensitif dalam mendeteksi hubungan antar variabel.
Ketiga, mengatasi potensi missing data atau outlier, yang dapat memengaruhi hasil
jika hanya menggunakan jumlah sampel minimal. Keempat, memanfaatkan sumber
daya yang memadai, memungkinkan analisis lebih mendalam tanpa mengorbankan
efisiensi. Terakhir, mengakomodasi variabilitas data, di mana sampel yang lebih

besar menghasilkan estimasi yang lebih stabil.

Dengan demikian, keputusan untuk memperbesar sampel dari 84 menjadi 105
bertujuan untuk meningkatkan akurasi, keandalan, dan kualitas penelitian dalam
menganalisis pengaruh elemen Fraud Diamond terhadap korupsi di pemerintah

daerah.

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel
Dalam penelitian ini, cluster ditentukan berdasarkan 34 provinsi di Indonesia, di

mana setiap provinsi dianggap sebagai satu cluster. Dari masing-masing provinsi,
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sejumlah kabupaten/kota dipilih sebagai sampel. Teknik cluster sampling dipilih
karena mampu mengakomodasi luasnya wilayah dan keberagaman karakteristik
daerah di Indonesia, serta mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya (Sugiyono,
2017). Penelitian ini menggunakan cluster sampling, dengan provinsi sebagai unit
klaster dan kabupaten/kota sebagai unit sampel, mengikuti pendekatan yang
digunakan dalam studi sektor publik oleh Herawati et al. (2023) dan Susanto & Halim
(2018).

Sampel diambil menggunakan cluster sampling dengan pendekatan proportional
random sampling. Cluster sampling dilakukan terhadap provinsi sebagai cluster,
dengan unit analisis kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Teknik ini dinilai efisien
karena memungkinkan pengambilan sampel acak dari kelompok yang telah
ditentukan (Kothari, 2004: 16).

Pendekatan proportional random sampling memastikan distribusi sampel
mencerminkan proporsi jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi terhadap total
nasional. Alokasi sampel ditentukan menggunakan Proportional Sampling Fraction,
yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel berdasarkan proporsi
populasi setiap provinsi. Rumus Proportional Sampling Fraction yang digunakan
adalah sebagai berikut:

fi=%
Selanjutnya didapat jumlah sampel per cluster:
ni = fixn
Keterangan:
fi: Proporsi jJumlah kabupaten/kota dalam provinsi ke-i terhadap jumlah populasi

nasional,

Ni : Jumlah kabupaten/kota dalam provinsi ke-i,
N: Jumlah total kabupaten/kota di Indonesia (514),
n: Jumlah total sampel yang diambil (105),

ni: Jumlah sampel yang diambil dari provinsi ke-i.
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Sumber: Kothari (2004)

Sebagai contoh, Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota menyumbang sekitar
7,39% dari populasi nasional, sehingga dialokasikan 8 sampel. Sementara provinsi
dengan jumlah kabupaten/kota lebih sedikit, seperti Kepulauan Riau atau DI
Yogyakarta, hanya mendapat satu sampel. Setelah jumlah sampel per provinsi
ditentukan, langkah selanjutnya adalah pemilihan kabupaten/kota secara acak dari
daftar kabupaten/kota yang ada di setiap provinsi. Namun, pemilihan ini tidak
sepenuhnya acak, melainkan mempertimbangkan variasi karakteristik wilayah,

terutama perbedaan antara kota besar dan kota kecil.

Pemilihan kabupaten/kota berdasarkan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa
sampel yang diambil mencerminkan keragaman daerah di setiap provinsi. Dengan
pendekatan ini, diharapkan akan ada representasi yang baik antara kota-kota besar
yang mungkin memiliki sumber daya lebih dibandingkan kota-kota kecil, yang
memiliki tantangan berbeda dalam hal kebijakan dan pemerintahan daerah (Sugiyono,
2017).

Meskipun tidak menggunakan aplikasi pengacak angka atau perangkat lunak statistik
dalam pemilihan sampel, pemilihan tetap dilakukan dengan prinsip keberagaman dan
representativitas yang seimbang. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan
sampel yang menggambarkan kondisi riil di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat
diterapkan secara lebih luas pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.Dengan
demikian, penggunaan cluster random sampling dalam penelitian ini memberikan
distribusi sampel yang adil dan mencerminkan keragaman wilayah Indonesia,
sekaligus efisien dalam hal waktu, biaya, serta mempertimbangkan kondisi geografis

dan administratif yang kompleks.



3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah korupsi, yang diukur
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melalui total kerugian finansial yang dialami negara, dengan memanfaatkan data
IHPS yang dapat diakses di website BPK.

Korupsi =

Total Kerugian Keuangan Negara

Total Anggaran

3.3.2 Variabel Independen (X)

Penelitian ini menggunakan teori Fraud Diamond sebagai landasan untuk

mengeksplorasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi munculnya kecurangan.

Teori ini menawarkan kerangka yang lengkap untuk memahami elemen-elemen yang

berkontribusi terhadap tindakan kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, kapabilitas,

dan rasionalisasi. Dalam konteks penelitian ini, proksi yang dipakai serta metode

yang digunakan untuk menganalisis variabel-variabel independen dijelaskan sebagai

berikut:
Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel Independen
Variabel Proksi Pengukuran Dasar
Pengukuran
Tekanan Rasio Rasio Pengelolaan Anggaran Sukmadilaga
Pengelolaan |  Realisasi Anggaran (2022)
Anggaran "~ Total Anggaran
Kesempatan | Rasio Rasio Belanja Modal Mahmudi
Belanja Realisasi Belanja Modal (2010), Maria
= — — X 100%
Modal Total Realisasi Belanja et al. (2019)
Rasionalisasi | Nilai Level O diberikan nilai 6 (Belum Ada) Pane (2018)
Maturitas Level 1 diberikan nilai 5 (Rintisan)
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SPIP Level 2 diberikan nilai 4 (Berkembang)
Level 3 diberikan nilai 3 (Terdefinisi)
Level 4 diberikan nilai 2 (Terkelola)
Level 5 diberikan nilai 1 (Optimum)

Kapabilitas | Nilai Level 1 diberikan nilai 1 (Initial) Fuadi dan
Kapabilitas | Level 2 diberikan nilai 2 (Infrastructure) | Mabrur

APIP Level 3 diberikan nilai 3 (Integrated) (2021)

Level 4 diberikan nilai 4 (Managed)

Level 5 diberikan nilai 5 (Optimizing)

3.4 Teknik Analisis Data

Metodologi Penelitian Dalam studi ini, pendekatan yang diterapkan adalah analisis
kuantitatif, yang mencakup pemakaian angka serta analisis statistik melalui perangkat
lunak SPSS versi 22. Perangkat tersebut digunakan untuk menganalisis data serta

menguji hipotesis, ditambah beberapa alat analisis lainnya.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yang dijelaskan oleh Ghozali (2018) adalah teknik yang
digunakan untuk menyajikan dan merangkum data penelitian melalui pemrosesan
data yang kemudian ditampilkan dalam tabel yang informatif. Dalam tabel tersebut
seringkali terdapat informasi mengenai nilai maksimal, minimal, rata-rata (mean),
dan jumlah total data (n) dari variabel yang dianalisis. Tujuan dari analisis ini adalah
untuk memberikan pandangan umum tentang distribusi serta karakteristik data,
sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai keadaan awal dari setiap

variabel sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih mendalam.
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian merupakan rangkaian tes yang dilaksanakan pada
model regresi berganda guna memastikan bahwa data yang akan dianalisis tidak
mengandung bias. Dengan demikian, data tersebut dapat dianggap dapat diandalkan
dan dapat diaplikasikan dalam model regresi berganda (Nugraha, 2022). Di antara
pengujian yang termasuk dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:145), uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah variabel
bebas, variabel terikat, atau kedua variabel tersebut mengikuti distribusi normal
dalam lingkup model regresi. Setiap deviasi dari normalitas pada variabel-variabel ini
dapat berdampak pada hasil dari uji statistik. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah alat
yang umum digunakan untuk mengidentifikasi adanya masalah normalitas pada sisa.
Beberapa alasan yang mendasari penggunaan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

meliputi:

1. Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data dianggap
berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka data dianggap tidak

berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk
mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam
suatu model regresi. Pengujian ini penting dilakukan guna memastikan bahwa setiap
variabel bebas memberikan kontribusi secara independen dalam model, sehingga
estimasi parameter yang dihasilkan tetap akurat, valid, dan bebas dari bias. Adanya

multikolinearitas yang tinggi dapat merusak keandalan hasil analisis serta mengurangi
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tingkat kepercayaan terhadap interpretasi model. Untuk mendeteksi gejala
multikolinearitas, dilakukan perbandingan antara nilai Variance Inflation Factor
(VIF) dan nilai tolerance (Nugraha, 2022). Adapun kriteria pengujian yang

digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data tidak terdapat gejala multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai
tolerance > 0,10

b. Dataterdapat gejala multikolinearitas apabila nilai VIF > 10 dan nilai tolerance
<0,10

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan
varians residual dalam model regresi Nugraha (2022), yang dapat memengaruhi
keakuratan estimasi. Dalam penelitian ini, metode Glejser diterapkan untuk
mengidentifikasi potensi ketidakkonsistenan varians, dengan Kriteria pengujian

tertentu.

1. Data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05

2. Data mengalami gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi < 0,05

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk
mendeteksi apakah terdapat hubungan sistematis antara residual atau kesalahan
pengganggu dalam suatu model regresi, terutama ketika data diobservasi secara
berurutan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Keberadaan autokorelasi dapat
menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi, yang berdampak pada
ketidaktepatan estimasi parameter dan menurunnya validitas model. Dalam penelitian
ini, digunakan uji Durbin-Watson sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah residual

dalam model mengalami autokorelasi. Hasil pengujian dinyatakan tidak menunjukkan
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adanya autokorelasi apabila nilai statistik Durbin-Watson berada di antara batas
bawah (dl) dan batas atas (du), yaitu memenuhi kriteria dl<d<4—dudl <d <4 - du.

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bermanfaat untuk memahami bagaimana perubahan pada berbagai faktor

(variabel independen) akan mempengaruhi suatu hasil (variabel dependen). Selain itu,
analisis ini dapat meramalkan nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X yang telah
diketahui. Model regresi linear berganda yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
Y=a+ p1X1+ B2X2 + B3X3 + f4X4+e
Keterangan:

Y = Skor dimensi korupsi

X1 = Skor dimensi tekanan

X2 = Skor dimensi kesempatan
X3 = Skor dimensi rasionalisasi
X4 = Skor dimensi kapabilitas
a = Konstanta

B 1-4 = Koefisien Regresi

e = Standard Error

Sumber : Hair, et. al (2010)

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji T (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen dalam regresi, serta menguji hipotesis adanya hubungan

signifikan antara keduanya (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian: variabel berpengaruh
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signifikan jika p-value < 0,05; sebaliknya, jika p-value > 0,05, maka pengaruhnya
dianggap tidak signifikan.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan Sampel Regresi (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel independen terhadap
variabel dependen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Dalam studi ini, uji F
digunakan untuk menilai kontribusi Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, dan
Kapabilitas terhadap Korupsi. Kriteria pengujian: hipotesis diterima jika nilai
signifikansi < 0,05 dan F hitung > F tabel; sebaliknya, hipotesis ditolak jika
signifikansi > 0,05 dan F hitung < F tabel.

3.4.4.3 Koefisien Determinasi (R2)

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi berfungsi untuk menilai seberapa besar
variabilitas dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen
dalam kerangka model regresi. Rentang nilai koefisien ini adalah antara 0 hingga 1, di
mana nilai yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki
kemampuan prediksi yang tinggi dan variabel independen memiliki kontribusi yang
penting dalam menjelaskan variabel dependen. Di sisi lain, nilai yang dekat dengan O
mengisyaratkan bahwa dampak variabel independen terhadap variabel dependen
relatif kecil atau lemah (Ghozali, 2018).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Teori Fraud Diamond, yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004),
merupakan pengembangan dari Fraud Triangle yang pertama kali dikemukakan oleh
(Cressey, 1950). Fraud Diamond menambahkan kapabilitas sebagai elemen penting
dalam menjelaskan kecurangan. Dalam konteks korupsi di pemerintah daerah, teori
ini menyatakan bahwa tindakan korupsi dipengaruhi oleh kombinasi tekanan,
kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas pelaku. Penelitian ini berfokus pada
penilaian pengaruh elemen-elemen Fraud Diamond terhadap tingkat korupsi di
pemerintah daerah Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2022
hingga 2023 dan menerapkan metode regresi linear berganda. Analisis yang
dilakukan mengungkapkan bahwa hanya kesempatan (belanja) yang menunjukkan
dampak positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan faktor tekanan,

rasionalisasi, dan kapabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

1. Tekanan yang diproksikan oleh pengelolaan anggaran tidak menunjukkan
pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Dengan
demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif
terhadap korupsi ditolak.

2. Kesempatan yang diproksikan oleh alokasi belanja modal memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.
Semakin besar anggaran belanja yang dialokasikan, semakin tinggi
kemungkinan terjadinya korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
Hasil ini mendukung hipotesis bahwa kesempatan berperan positif terhadap
korupsi di pemerintah daerah, sehingga hipotesis diterima.
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3. Rasionalisasi yang diproksikan oleh sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di
pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa
rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi ditolak.

4. Kapabilitas yang diproksikan oleh aparat pengendalian intern pemerintah
(APIP) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di
pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa

kapabilitas berpengaruh negatif terhadap korupsi ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Berikut ini beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yang perlu

diperhatikan:

1. Indikator yang dipakai untuk mengukur Fraud Diamond (anggaran,
belanja, SPIP, dan APIP) mungkin belum sepenuhnya mencerminkan
kompleksitas faktor korupsi. Faktor lain, seperti budaya organisasi dan
tekanan politik, belum dianalisis.

2. Studi ini hanya menggunakan data dalam periode anggaran 2 tahun,
sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan tren jangka panjang
terkait korupsi di pemerintah daerah.

3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan
pemerintah daerah dan instansi pengawas, yang berpotensi mengandung
bias atau kurang transparan dalam pelaporan kasus korupsi. Data primer,
seperti wawancara atau survei terhadap pejabat daerah dan auditor internal,
dapat memberikan wawasan lebih mendalam tetapi tidak digunakan dalam
penelitian ini.

4. Studi ini tidak membedakan karakteristik daerah, seperti tingkat kemajuan
ekonomi, jumlah populasi, atau struktur pemerintahan, yang dapat
berpengaruh terhadap tingkat korupsi di setiap daerah.
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5.3 Saran
Berdasarkan temuan dari penelitian yang diperoleh, ada sejumlah saran yang bisa

dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat diperpanjang dari 2 tahun menjadi 5 tahun agar dapat
menangkap tren jangka panjang terkait korupsi di pemerintah daerah.
Dengan periode yang lebih panjang, analisis akan lebih akurat dalam
melihat dampak kebijakan antikorupsi dan efektivitas pengawasan.

2. Pada penelitian ini hanya variabel kesempatan yang signifikan, maka
disarankan agar pemerintah daerah memperketat pengawasan dalam
belanja modal dan memperkuat sistem kontrol internal untuk
meminimalkan celah Korupsi

3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode mixed-method yang
mengombinasikan analisis kuantitatif (regresi) dan kualitatif (wawancara
atau studi kasus). Dengan demikian, selain memahami hubungan variabel
secara statistik, penelitian juga dapat menggali motivasi pelaku dan kendala

dalam penerapan kebijakan antikorupsi di lapangan.

5.4 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai Fraud Diamond dalam
konteks korupsi di pemerintah daerah. Dengan menguji tekanan,
kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas, studi ini memberikan bukti
empiris tentang bagaimana setiap elemen berpengaruh terhadap korupsi,
serta menegaskan bahwa kesempatan (belanja) adalah faktor utama dalam
mendorong praktik korupsi.

2. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi
bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas, seperti BPK dan KPK,

dalam merancang strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Temuan



81

bahwa belanja berpengaruh signifikan terhadap korupsi menegaskan
pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran serta
transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

. Studi ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam memperkuat regulasi
terkait pengendalian korupsi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya
peningkatan efektivitas pengawasan internal (APIP) dan sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP), sehingga regulasi yang ada dapat

diperbaiki dan lebih efektif dalam mencegah korupsi.
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